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PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

SEKRETARIAT DAERAH 
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

Telp. (021) 89970065, 021- 89970129, Fax. (021) 89970067
B E K A S I
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N O T A   D I N A S

	Kepada
	:
	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi

	Dari
	:
	Kasubbag Pengendalian Distribusi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

	Tanggal
	:
	31 Maret 2021

	Nomor
	:
	500 /          /Rek

	Sifat
	:
	Biasa

	Lampiran
	:
	1 (satu) berkas

	Perihal
	:
	Hasil Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2021. 



Disampaikan dengan hormat, berkenaan dengan pelaksanaan Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2021, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :
1. Rapat dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal
: Rabu / 31 Maret 2021
Tempat

: Ruang Rapat Bupati Bekasi
2. Rapat dimulai pukul 10.00 WIB, dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dihadiri oleh Perangkat Daerah, Kecamatan,  dan Instansi Terkait. Rapat dimotori oleh narasumber dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan BPS Kabupaten Bekasi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab;
3. Poin-poin penyampian materi rapat adalah sebagai berikut :
a. Secara spasial, inflasi bulanan Jawa Barat berada di posisi terendah kedua setelah DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,19% (mtm). Inflasi ini lebih tinggi dari bulan Januari 2021 sebesar 0,16%, yang disumbang oleh komoditas volatile food akibat adanya curah hujan yang tinggi dan administered price akibat adanya kenaikan tarif tol. Sementara dari7 kota IHK di JawaBarat, Kota Bekasi memiliki inflasi tertinggi, yaitu sebesar 0,23% (mtm) dan 2,46% (yoy).  
b. Kenaikan inflasi ini disumbang oleh komoditas volatile food sebesar 0,10%, administered price sebesar 0,09%, dan core inflation sebesar 0,04%.
c. Hampir 30,99% realisasi investasi di Jawa Barat tahun 2020 berlokasi di Kabupaten Bekasi. Sementara, lainnya berada di Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kab. Bogor, dan Kota Depok. Hingga akhir tahun 2020, Kabupaten Bekasi menempati posisi pertama yang memiliki pangsa PMA dan PMDN terbesar di Jawa Barat, bahkan ditengah keterpurukan ekonomi akibat pandemic Covid-19, investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi justru meningkat.
d. Sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di Jawa Barat, fasilitasi Pasar Murah dan Pasar Murah Online merupakan program strategis pengendalian inflasi BI di Jawa Barat.
e. Rekomendasi Pengendalian Inflasi Kabupaten Bekasi :
1) Kerja Sama Antar Daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang defisit pasokannya;
2) Penetapan kebijakan tarif yang diatur oleh pemerintah secara terukur dan mempertimbangkan waktu implementasinya;
3) Penguatan koordinasi dan awareness;
4) Penguatan peran Pasar Induk/Besar sebagai Buffer Stock;
5) Optimalisasi Program Urban Farming untuk menjaga ketersediaan pasokan;
6) Pengkinian Data pada SILINDA JABAR sebagai Early Warning System (EWS);
7) Penguatan BUMD di Kab. Bekasi sebagai Stabilisator Harga Pangan;
8) Digitalisasi transaksi perdagangan melalui e-marketing dan e-payment.
Demikian kami sampaikan, agar maklum.
	
	Kasubbag. Pengendalian Distribusi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
UDUNG BUDIAWAN, SE
NIP. 19740801 200801 1 002

	
	


N O T U L E N
RAPAT SOSIALISASI DAN KOORDINASI PENGENDALIAN TINGKAT INFLASI DAERAH KABUPATEN BEKASI 
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Rapat dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal
: Rabu / 31 Maret 2021

Tempat

: Ruang Rapat Bupati Bekasi

2. Rapat dimulai pukul 10.00 WIB, dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dihadiri oleh Perangkat Daerah, Kecamatan,  dan Instansi Terkait. Rapat dimotori oleh narasumber dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan BPS Kabupaten Bekasi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab;

3. Poin-poin penyampian materi rapat adalah sebagai berikut :
a. Secara spasial, inflasi bulanan Jawa Barat berada di posisi terendah kedua setelah DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,19% (mtm). Inflasi ini lebih tinggi dari bulan Januari 2021 sebesar 0,16%, yang disumbang oleh komoditas volatile food akibat adanya curah hujan yang tinggi dan administered price akibat adanya kenaikan tarif tol. Sementara dari7 kota IHK di JawaBarat, Kota Bekasi memiliki inflasi tertinggi, yaitu sebesar 0,23% (mtm) dan 2,46% (yoy).  
b. Kenaikan inflasi ini disumbang oleh komoditas volatile food sebesar 0,10%, administered price sebesar 0,09%, dan core inflation sebesar 0,04%.
c. Hampir 30,99% realisasi investasi di Jawa Barat tahun 2020 berlokasi di Kabupaten Bekasi. Sementara, lainnya berada di Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kab. Bogor, dan Kota Depok. Hingga akhir tahun 2020, Kabupaten Bekasi menempati posisi pertama yang memiliki pangsa PMA dan PMDN terbesar di Jawa Barat, bahkan ditengah keterpurukan ekonomi akibat pandemic Covid-19, investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi justru meningkat.
d. Sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di Jawa Barat, fasilitasi Pasar Murah dan Pasar Murah Online merupakan program strategis pengendalian inflasi BI di Jawa Barat.
e. Rekomendasi Pengendalian Inflasi Kabupaten Bekasi :
1) Kerja Sama Antar Daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang defisit pasokannya;
2) Penetapan kebijakan tarif yang diatur oleh pemerintah secara terukur dan mempertimbangkan waktu implementasinya;
3) Penguatan koordinasi dan awareness;
4) Penguatan peran Pasar Induk/Besar sebagai Buffer Stock;
5) Optimalisasi Program Urban Farming untuk menjaga ketersediaan pasokan;
6) Pengkinian Data pada SILINDA JABAR sebagai Early Warning System (EWS);
7) Penguatan BUMD di Kab. Bekasi sebagai Stabilisator Harga Pangan;
8) Digitalisasi transaksi perdagangan melalui e-marketing dan e-payment.
4. Sesi Tanya Jawab :

1. Pertanyaan dari Bapak Saudi Kasie. Ekbang Cikarang Barat
Pertanyaan :

Bagaimana mengantisipasi kenaikan harga-harga untuk mengendalikan inflasi

Tanggapan :

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh misalnya dengan operasi pasar, mengadakan bazar murah dan kegiatan sejenis lainnya.

2. Pertanyaan dari Bapak Ade Arief Kasubid Perekonomian Bappeda
Pertanyaan : 
Industri manufaktur menjadi penyumbang angka inflasi tertinggi. Komposisi belanja APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 6 Triliun, dan alokasi untuk belanja Barang dan Jasa sebesar 3 Triliun, dari nilai PDRB Kabupaten Bekasi sebesar 300 Triliun. Dari angka yang kecil ini, yaitu 3 triliun dari 300 triliyun, bagaimana gambaran-gambaran untuk alokasi belanja barang dan jasa ?

Tanggapan :

Diusahakan nagar pada saat menyusun program dan kegiatan lebih diprioritaskan kegiatan yang langsung memiliki outcome terutama terhadap peningkatan daya saing dan usaha bagi UMKM atau sejenisnya.

3. Tanggapan dari Bulog
·  Beras sebagai salah satu penyumbang angka inflasi

·  Stok di gudang Bulog sampai dengan saat ini cukup aman, dan rencana penyaluran s.d. 15 bulan kedepan. Bulog juga menyerap produksi beras dari petani sekitar kurang lebih 47.000an Ton
·  Operasi pasar dengan Disperindag juga dilakukan untuk menjaga kenaikan harga.

Cikarang Pusat, 31 Maret 2021

Notulen,

Yuni Fitriaturrahmah, S.Pi
NIP. 198406232011012017
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

SEKRETARIAT DAERAH 
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

Telp. (021) 89970065, 021- 89970129, Fax. (021) 89970067
B E K A S I
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N O T A   D I N A S

	Kepada
	:
	Yth. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

	Dari
	:
	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi

	Tanggal
	:
	31 Maret 2021

	Nomor
	:
	500 /          /Rek

	Sifat
	:
	Biasa

	Lampiran
	:
	1 (satu) berkas

	Perihal
	:
	Hasil Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2021. 



Disampaikan dengan hormat, berkenaan dengan pelaksanaan Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2021, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1. Rapat dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal
: Rabu / 31 Maret 2021

Tempat

: Ruang Rapat Bupati Bekasi

2. Rapat dimulai pukul 10.00 WIB, dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dihadiri oleh Perangkat Daerah, Kecamatan,  dan Instansi Terkait. Rapat dimotori oleh narasumber dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan BPS Kabupaten Bekasi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab;

3. Poin-poin penyampian materi rapat adalah sebagai berikut :
a. Secara spasial, inflasi bulanan Jawa Barat berada di posisi terendah kedua setelah DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,19% (mtm). Inflasi ini lebih tinggi dari bulan Januari 2021 sebesar 0,16%, yang disumbang oleh komoditas volatile food akibat adanya curah hujan yang tinggi dan administered price akibat adanya kenaikan tarif tol. Sementara dari7 kota IHK di JawaBarat, Kota Bekasi memiliki inflasi tertinggi, yaitu sebesar 0,23% (mtm) dan 2,46% (yoy).  
b. Kenaikan inflasi ini disumbang oleh komoditas volatile food sebesar 0,10%, administered price sebesar 0,09%, dan core inflation sebesar 0,04%.
c. Hampir 30,99% realisasi investasi di Jawa Barat tahun 2020 berlokasi di Kabupaten Bekasi. Sementara, lainnya berada di Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kab. Bogor, dan Kota Depok. Hingga akhir tahun 2020, Kabupaten Bekasi menempati posisi pertama yang memiliki pangsa PMA dan PMDN terbesar di Jawa Barat, bahkan ditengah keterpurukan ekonomi akibat pandemic Covid-19, investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi justru meningkat.
d. Sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di Jawa Barat, fasilitasi Pasar Murah dan Pasar Murah Online merupakan program strategis pengendalian inflasi BI di Jawa Barat.
e. Rekomendasi Pengendalian Inflasi Kabupaten Bekasi :
1) Kerja Sama Antar Daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang defisit pasokannya;
2) Penetapan kebijakan tarif yang diatur oleh pemerintah secara terukur dan mempertimbangkan waktu implementasinya;
3) Penguatan koordinasi dan awareness;
4) Penguatan peran Pasar Induk/Besar sebagai Buffer Stock;
5) Optimalisasi Program Urban Farming untuk menjaga ketersediaan pasokan;
6) Pengkinian Data pada SILINDA JABAR sebagai Early Warning System (EWS);
7) Penguatan BUMD di Kab. Bekasi sebagai Stabilisator Harga Pangan;
8) Digitalisasi transaksi perdagangan melalui e-marketing dan e-payment.
Demikian kami sampaikan, agar maklum.
	
	Kepala Bagian Perekonomian
GATOT PURNOMO, SE,. MM

NIP. 19721122 200801 1 002

	
	


